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95 Tahun
Elektronik,
Nasional/Badan

untuk

2018 tentang Sistem
Kementerian

¥
Perencanaan
Perencanaan
penanggungjawab

ditugaskan menjadi

beberapa unsur Sistem Pemerintahan Berbasis Elek

nasional;

b.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 te
Pemerintahan Berbasis Elektronik juga mengaman
setiap pimpinan instansi pusat bertugas untul
koordinasi dan menetapkan kebijakan Sistem |

Berbasis Elektronik di instansi pusat;

| .
bahwa untuk meningkatkan keterpaduan pelaksi

bahwa dalam |rangka melaksanakan Peraturan Pre
Pemerintah
Iy
Pembangunan

bahwa selain Lenugasan sebagaimana dimaksud dj

siden Nomor
an  Berbasis
embangunan

Nasional
pelaksanaan
tronik secara

lam huruf a,
itang  Sistem
atkan bahwa
melakukan
Pemerintahan

inaan Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana din1|aksnd dalam

huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Koord
Pelaksanaan | Sistem  Pemerintahan  Berbasis
Kementerian | Perencanaan Pembangunan N3
Perencanaan Pembangunan Nasional;

nasi Strategis
Elektronik
sional/Badan

d. bahwa ...




Mengingat

Ul

|

N

bahwa pejabat dan pegawal yang namanya terca#ﬁum dalam
Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi
persyaratan uttuk duduk dan melaksanakan tygas sebagai

anggota Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbas
Kementerian PPN/Bappenas;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ter

s Elektronik

itang  Sistem

Perencanaan Pj: mbangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20014 Nomor 104, Tambahdgn Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4421),

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Repulb
Nomor 4916);

Peraturan Peimerintah Nomor 17 Tahun 2{

Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran (Lem
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);

Undang~Unda4}13 Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian
Tahun 2008
lik Indonesia

D17  tentang
baran Negara

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi

Kementerian lJl\legaral, (Lembaran Negara Repub
Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang

Indonesia Tahun 2015 Nomor 112);

ik Indonesia

Kementerian

Perencanaan Tmbamgunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Peraturan Présiden Nomor 66 Tahun 2015 td

ntang Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 20

Indonesia Tal“tm 2015 Nomor 113) sebagaimana
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43)

telah diubah
6 (Lembaran

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tgntang Sistem
Pemerintahan| Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Ngsional/Kepala
Badan Pereng;naan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun

2016 ten
Perencanaan

ng Organisasi dan Tata Kerja

Pembangunan  Nasional/Badan

Kementerian
Perencanaan

Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Peren¢anaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun

dan Tata
Nasional/Badan

2017 tentang Organisasi Kerja
Perencanaan | Pembangunan

Pembangunan Nasional,

Kementerian
Perencanaan

MEMUTUSKAN : ...




Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI
NASIONAL/KEPALA ' BADAN  PERENCANAAN PE
NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINA
PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS

BANGUNAN
§1 STRATEGIS
ELEKTRONIK

PERENCANAAN PEII:]:BANGUN AN

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.
Membentuk  Tim = Koordinasi  Strategis Pelaksaaan  Sistem
Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  Kementerian |Perencanaan

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangu
untuk selanjutnya
susunan tercantum dala

keanggotaan sebagaimana

Keputusan ini.

han Nasional

iscbut Tim Koordinasi Strategis §PBE, dengan

m Lampiran

Tim Koordinasi Strategis SPBE terdiri atas Pengarah, Penariggung Jawab,

dan Tim Pelaksana.

Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan,

mengawasl,

membimbing dan memantau kemajuan dan memberi sargn pemecahan

atas permasalahan pelaksanaan SPBE Kementerian PPN/Bgppenas.

Penanggung Jawab

terdiri atas:

a Penanggung Jawab Tim Koordinasi Strategis SPBE;
b.  Penanggung Jawab Percepatan SPBE;
c.  Penanggung Jawab Perencanaan dan Penganggaran

e.  Penanggung Jawab SPBE lingkup instansi Bappenas.

sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA,

Nasional,

d. Penanggung jwab Tata Kelola Data dan Manajemen Data; dan

Penanggung Jawabp Tim Koordinasi

mengoordinasikan | seluruh  pelaksanaan  SPBE

Strategis SPBE  bertugas

Kementerian

PPN/Bappenas sertﬂ mewakili Kementerian PPN/Bappengs pada forum

koordinasi SPBE Najional.
Penanggung Jawab

pelaksanaan integrasi layanan perencanaan, layanan f
layanan pengadaan, layanan akuntabilitas Kkinerja,

pemantauan dan evrluasi.

Percepatan SPBE bertugas mengoordinasikan

enganggaran,

erta layanan

KETUJUH : ...




KETUJUH

KEDELAFAN

KESEMBILAN

KESEFULUH

Penanggung Jawab

mengoordinasikan p

a.

b.

ilaksanaan:

.

Perencanaan dan Penganggaran Nasignal bertugas

reviu, pemantauan dan evaluasi Rencana Induk SEBE Nasional;

dan

penyusunan rencana SPBE Instansi Pusat.

Penanggung Jawab

mengoordinasikan mengoordinasikan:

a.

b.

C.

d.

€.

Penanggung Jawab

penyusunan ar

Tata Kelola Data dan Manajemen [Data bertugas

sitektur SPBE Nasional domain data dan informasi;

penyelenggara:

an Tata Kelola Data dan Informasi gntar Instansi

Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
koordinasi dan‘ konsultasi penerapan manajemen da
penyusunan Pedoman manajemen data SPBE; dan
integrasi Data dan pengelolaan Portal Data Nasional
SPBE

lingkup instansi

Bappenas

ta SPBE;

bertugas

melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE dj Kementerian

PPN/Bappenas.
Tim Pelaksana bertugas:

a.

h.

membantu Penanggung Jawab dalam melaksanakar
dengan tugas dalam DIKTUM KELIMA sampai den
KESEMBILAN;‘

menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Ti

Strategis SPBE;

melakukan ‘pencarian, pengumpulan, pengd

| tugas sesual
zan DIKTUM

m Koordinasi

lahan, dan

penyusunan bahan, data, dan informasi yang dibutlThkan;

menyelenggarakan rapat, diskusi, pertemuan, baik flalam rangka

pencarian baLan, data dan informasi maupun dalam rangka

koordinasi strategls;
melakukan kqnjungan lapangan;

menyusun rekomendasi kebijakan perencanaar

dan upaya

percepatan pelaksanaan Tim Koordinasi Strategis SFBE;

memberikan pendapat dan masukan terhadap reng

ana dan hasil

pelaksanaan kegiatan kepada Penanggung Jawab; dan

! .
melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada

Jawab.

L el

Penanggung

melaporkan ...




KESEBELAS : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanag
Koordinasi Strategis SPBE dibebankan pada Anggaran Pet
Belanja Negara | Kementerian Perencanaan H

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KEDUABELAS :  Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlal
tanggal 2 Januari 20i1 9.

Ditetapkan di Jakarta
| pada tanggal 8 Maret 201

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
|

ttd
\

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO
|
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

-—

-~

RR. Rita Erawati

n tugas Tim
idapatan dan

embangunan

ku surut sejak




SUSUNAN KEANGGOTAAN

‘ SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS

NOMOR KEP.36/M.PPN/HK/03/2019

‘ TANGGAL 8 MARET 2019

TIM KOORDINASI STRATEGIS PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS

ELEKTRONIK DI KEMENTERIAN PE

BADAN PERENCAN/

PENGARAH
PENANGGUNG JAWAB

1.

2. Penanggung Jawab
Percepatan SPBE

3. Penanggung Jawab
Perencanaan dan
Penganggaran Nasional

4. Penanggung Jawab Tata
Kelola Data dan
Manajemen Data

5. Penanggung Jawab SPBE
Lingkup Instansi Bappenas :

TIM PELAKSANA

Ketua

Anggota

Penanggung Jawab Tim

Koordinasi Strategis SPBE

Mrnteri PPN/Kepala Bappenas.

DEIputi Bidang Pemantauan, Evaluasi

Pengendalian Pembangunan.

Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan.

ifkretaris

lappenas.

NCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

PEMBANGUNAN NASIONAL

dan

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertdhanan dan

Keamanan;

Deputi Bidang Sarana dan Prasarang.

Deputi Bidang Pemantauan, Ev
Pengendalian Pembangunan;

hluasi  dan

Danang Rizki Ginanjar, Staf Khugus Menteri

PPN/Kepala Bappenas.

mbangunan.

Direktur Aparatur Negara;

Direktur  Energi, Telekomunikasi

Informatika;

Direktur Sistem dan Prosedur
Pembangunan;

Kementerian PPN/Sekretaris

Utama

epala Pusat Data dan Informasi Ferencanaan

:
|

dan

Pendanaan

4. Direktur ...
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. Kepala Biro Hukum;

. Kepala Biro Umum;

. Kepala Sub Direktorat Belanja

3. Kepala Sub Direktorat Difusi d

24.

2

Direktur Pertahanan dan Keamanan,

Direktur
Kawasan;

Pengembangan

Wilayah

dan

Direktur Sistem dan Pelaporan Pemantauan,

Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan;
Direktur Keuangan Negara dap Analisis
Moneter;

Direktur Perencanaan Makro d4n Analisa
Statistik;

Direktur Pendidikan Tinggi, IPTEK dan
Kebudayaan;

Laksana;

Kepala Biro Sumber Daya Manusia

Kepala Sub Direktorat Pos, Telel
dan Informatika;

. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata

Lomunikasi

Kepala Sub Direktorat Kualitas| Pelayanan
Publik;
Kepala Sub Direktorat Sistem Akuntabilitas

Kinerja dan Pengawasan;

Kepala Sub Direktorat
Kapasitas Aparatur Sipil Negara;

Kelemb?gaan dan

Kepala Sub Direktorat Ketahanan INegara;

Kepala Sub Direktorat Data dar
Kewilayahan dan Kawasan;

Informasi

Kepala Sub Direktorat Sistem Informasi dan

Pelaporan
Pengendalian Pembangunan;

Pemantauan,

Pusat;

Kepala Sub Direktorat Analisis E
Statistik;

Teknologi;

Kepala Sub Direktorat Kualitag
Publik;

Evaluasi

dan

Pemerintah

konomi dan

an Inovasi

Pelayanan

2b. Kepala ...




MENTERI PERENCANAAN
KEPALA BADAN PERENCAN!

BAMBANG P.S

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

—

Y

RR. Rita Erawati

26,

27,

28.

. Kepala Bagian Pemantauan dan Eva
. Kepala Bagian Program dan Anggat
. Kepala Bagian Keuangan;
. Kepala Bagian Verifikasi Anggaran;

. Kepala Sub Bidang Pengembangan

. Agus Riyadi, ST, M.BIS;

. Agus Riyanto Kurniawan, SE, M

. Rizki Sammyho Putera, ST, MFPF;

. Sinta Paramita, ST.

{ PEMBANGUNAN NASIONAL/
AAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

5.

-3~

Kepala  Bidang  Pengembangar]  Sistem

Informasi dan Tata Kelola
Informast,

Teknologi

Kepala Bidang Prasarana Teknologi| Informasi

dan Komunikasi;

Kepala Bidang Pengelolaan [pata dan

Informasi Elektronik;

Kepala  Bagian  Penyusunan
Perundang-undangan:;

Kepala Bagian Organisasi dan Tatal

Teknologi Informasi;

(Adv);

ttd

BRODJONEGORO

Peraturan

nksana;
luasi;

an;

'ata Kelola

1.Dev.Econ




